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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era reformasi saat ini transparansi dalam sistem pemerintahan 

semakin meningkat, termasuk transparansi dalam pelaporan keuangan 

pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah diwajibkan menggunakan sistem 

akuntansi yang diatur oleh pemerintahan pusat. Undang-undang dan peraturan 

pemerintah adalah bentuk sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintahan pusat. 

Sistem pemerintahan terbagi 2 yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Keuangan daerah memerlukan  laporan pertanggungjawaban untuk 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah. Laporan pertanggungjawaban anggaran belanja daerah berupa laporan 

keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji serta disusun 

menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dapat dimengerti dan 

diterima secara baik dan diterima secara umum. 

Kepala daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(PKPKD) memberikan sebagian kewenangannya kepada kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dan meminta kepala SKPD membuat 

pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakan. Bentuk 

pertanggungjawaban tersebut adalah laporan keuangan. SKPD melaksanakan 

proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan 

kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai 
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bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah. Laporan Keuangan 

SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan 

Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK). 

Penulis akan membahas prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya 

dalam satu periode pelaporan, sehingga dapat menggambarkan kinerja SKPD. 

Oleh karena itu, penulis tertarik membahas lebih lanjut dan mengangkat judul 

“PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PADA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari Prosedur Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi adalah : 

1. Bagaimana prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban pada 

Badan Keuangan Kota Bukittinggi? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan 

pertanggungjawaban pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi? 

1.3 Tujuan Magang 

Adapun tujuan magang yaitu :  

1. Melengkapi SKS sesuai yang ditetapkan sebagai syarat kelulusan 

Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. 
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3. Memperkenalkan Mahasiswa/i pada dunia kerja sehingga nantinya 

Mahasiswa/i mempunyai pengetahuan dan wawasan serta motivasi tinggi 

terhadap peranan di masa depan. 

4. Mengetahui Prosedur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. 

1.4 Manfaat Magang 

1.4.1 Bagi Penulis 

1. Menambah wawasan dan pengalaman dalam berinteraksi di lingkungan 

kerja. 

2. Sebagai latihan dan pengaplikasian teori-teori yang telah di dapat di 

perkuliahan. 

3. Untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja. 

4. Dapat merasakan dunia kerja sesungguhnya. 

1.4.2 Bagi Instansi 

1. Dapat membantu instansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. 

2. Instansi pemerintah dapat menilai mahasiswa untuk direkrut menjadi 

pegawai. 

1.5 Tempat dan Waktu Magang 

Magang dilaksanakan pada BADAN KEUANGAN KOTA 

BUKITTINGGI. Pelaksanaan magang dilakukan dari tanggal 5 Juni 2017 s/d 1 

Agustus 2017. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan 

Magang, Manfaat Magang, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini memaparkan tentang landasan teori yang terdiri dari : Landasan 

hukum, Pengertian Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban, 

Tujuan Pelaporan Keuangan, Peran Pelaporan Keuangan, Komponen Laporan 

Keuangan, Proses Penyusunan Laporan Keuangan, Jenis Laporan Keuangan, 

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, Pengakuan Unsur Laporan 

Keuangan, Format Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca 

BAB III GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN 

Bab ini membahas tentang : Sejarah Berdirinya Badan Keuangan Kota 

Bukittinggi, Visi dan Misi Badan Keuangan, Tugas dan Fungsi Badan 

Keuangan, Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang penjabaran hasil yang telah penulis dapatkan selama 

melaksanakan kegiatan magang yang terkait dengan Laporan 

Pertanggungjawaban pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi. 

BAB V PENUTUP  

 Bab ini membahas tentang kesimpulan. 

 


